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PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA 

NOMOR 15 TAHUN 2015 

TENTANG 

PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI  

LEMBAGA SANDI NEGARA 
  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 

46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai 

Negeri Sipil, menciptakan sistem baru dalam penilain 

kerja pegawai negeri sipil yang mendasarkan pada 

sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja pegawa negeri 

sipil; 

  b. bahwa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan 

Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang 

Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 46 

Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai 

Negeri Sipil, perlu segera diimplementasikan oleh 

Lembaga Sandi Negara; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara tentang 

Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Lembaga Sandi 

Negara; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494); 

  2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara 

Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4439); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang 

Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan 

Pemberhentian Pegawai Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 

Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 164); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawai Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang 

Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258); 

6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang 

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non 

Kementerian sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 

2013; 

7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 

Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian 

Prestasi Kerja Pegawai; 

8. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 

Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penugasan Anggota 
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Kepolisian Negara Republik Indonesia di Luar Struktur 

Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia Sipil 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 

25); 

9. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 

OT.001/PERKA.122/2007 Tahun 2007 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Sandi Negara; 
 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA TENTANG 

PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI LEMBAGA SANDI 

NEGARA. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

  

Pasal 1 

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan: 

1. Pegawai Lembaga Sandi Negara yang selanjutnya disebut 

Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan anggota Tentara 

Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia 

yang berdasarkan  keputusan pejabat yang berwenang 

diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan 

bekerja secara penuh pada satuan organisasi di 

lingkungan Lembaga Sandi Negara. 

2. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai adalah suatu proses 

penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh Pejabat 

Penilai terhadap Sasaran Kerja Pegawai dan Perilaku 

Kerja Pegawai. 

3. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap 

Pegawai pada satuan organisasi sesuai dengan Sasaran 

Kerja Pegawai dan Perilaku Kerja. 

4. Pegawai yang Dipekerjakan adalah Pegawai Lembaga 

Sandi Negara yang dipekerjakan pada instansi 

pemerintah lain. 
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5. Pejabat Penilai adalah atasan langsung Pegawai yang 

dinilai dengan ketentuan paling rendah pejabat 

struktural eselon IV atau pejabat lain yang ditentukan. 

6. Atasan Pejabat Penilai adalah atasan langsung dari 

Pejabat Penilai atau pejabat lain yang ditentukan. 

7. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Kepala Lembaga 

Sandi Negara sebagaimana dimaksud sebagai Pejabat 

Penilai dan/atau Atasan Pejabat Penilai yang tertinggi di 

lingkungan Lembaga Sandi Negara. 

8. Evaluator adalah Pegawai yang diberi tugas/kewenangan 

dan tanggung jawab untuk melakukan penilaian Perilaku 

Kerja Pegawai. 

9. Teman Sejawat adalah Pegawai yang memiliki tingkat 

jabatan yang sama dengan Pegawai yang dinilai. 

10. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP 

adalah Rencana Kerja Tahunan dan Target yang akan 

dicapai oleh seorang Pegawai. 

11. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau 

tindakan yang dilakukan oleh Pegawai atau tidak 

melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

12. Target adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dari 

setiap pelaksanaan tugas jabatan. 

13. Rencana Kerja Tahunan adalah rencana yang memuat 

kegiatan tahunan dan target yang akan dicapai sebagai 

penjabaran dari sasaran dan program yang telah 

ditetapkan oleh instansi pemerintah. 

14. Uraian Jabatan adalah suatu paparan semua tugas 

jabatan yang merupakan tugas pokok pemangku jabatan 

dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja 

dengan menggunakan perangkat kerja dalam kondisi 

tertentu. 

15. Tugas Jabatan adalah tugas pekerjaan yang wajib 

dilakukan dalam rangka pelaksanaan fungsi jabatan. 
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16. Tugas Tambahan adalah tugas lain atau tugas lain atau 

tugas-tugas yang ada hubungannya dengan tugas 

jabatan yang bersangkutan dan tidak ada dalam SKP 

yang ditetapkan. 

17. Kreativitas adalah kemampuan Pegawai untuk 

menciptakan sesuatu gagasan/metode pekerjaan yang 

bermanfaat bagi unit kerja, organisasi, atau negara. 

18. Unit Kerja adalah Sekretariat Utama, Deputi I, Deputi II, 

Deputi III, Inspektorat, Sekolah Tinggi Sandi Negara, dan 

Pusdiklat Lembaga Sandi Negara Republik Indonesia. 

 

Pasal 2 

Penilaian Prestasi Kerja Pegawai terdiri atas unsur SKP dan 

Perilaku Kerja. 

 

BAB II 

SASARAN KERJA PEGAWAI 

 

Pasal 3 

(1) SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a wajib 

disusun oleh setiap Pegawai berdasarkan Rencana Kerja 

Tahunan dan Uraian Jabatan. 

(2) Penyusunan SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

harus jelas, dapat diukur, relevan, dapat dicapai dan 

memiliki target waktu. 

 

(3) SKP yang telah disusun harus disetujui dan ditetapkan 

oleh Pejabat Penilai sebagai kontrak kerja. 

(4) Dalam hal SKP yang disusun oleh Pegawai tidak disetujui 

oleh Pejabat Penilai maka keputusannya diserahkan 

kepada Atasan Pejabat Penilai dan bersifat final. 

(5) SKP ditetapkan setiap tahun pada bulan Januari. 
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